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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesi di bidang hukum merupakan profesi luhur atau terhormat 

ataupun profesi mulia (nobile officium) dan sangatlah berpengaruh di dalam 

tatanan kenegaraan. Profesi di bidang hukum, diantaranya: Polisi, Advokat, 

Jaksa, Hakim, serta Notaris dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

merupakan pilar-pilar utama dalam penegakan supremasi hukum dan 

ataumemberikan pelayanan bagi masyarakat dalam bidang hukum untuk 

menjalankan strategi pembangunan hukum nasional. Profesionalitas dan 

integritas yang tinggi dari masing-masing individu yang menjalankan profesi 

di bidang hukum mutlak dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan 

kewenangannya masing-masing. 

Profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai moral 

profesi yang harus ditaati oleh aparatur hukum yang menjalankan profesi 

tersebut, yaitu sebagai berikut: kejujuran, otentik, bertanggung jawab, 

kemandirian moral, dan keberanian moral.1 Notaris dan PPAT sebagai salah 

satu profesi di bidang hukum yang mendapatkan delegasi kewenangan dari 

pemerintah untuk membuat akta otentik bagi kepastian hukum masyarakat, 

dalam menjalankan profesinya selain harus berdasarkan pada undang-undang, 

juga harus memegang teguh nilai-nilai moral profesi tersebut. Sebagai pejabat 

                                                             
1Abdulkadir Muhammad, 2001, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4. 
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umum, seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus 

memegang teguh prinsip kehati-hatian, oleh sebab pertanggung-jawaban 

seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang 

dibuatnya adalah seumur hidup. Dalam membuat akta otentik Notaris/Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus mendahulukan prinsip kehati-hatian 

utamanya akta perjanjian, sebab akta mengenai perjanjian umumnya 

mempunyai konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi (melanggar 

kesepakatan) oleh para pihaknya. Akta sebagai produk yang dibuat oleh 

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan alat bukti yang 

sempurna sesuai dengan asas Presumtio Justea Causadimana demi kepastian 

hukum, akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat harus dianggap benar 

dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebelum dibuktikan 

sebaliknya. Pada kenyataannya, tidak sedikit akta yang dibuat oleh 

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu kemudian bermasalah, 

dengan alasan inilah seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menentukan perbuatan 

hukum dalam suatu akta dan menjadikan prinsip kehati-hatian ini sebagai 

prinsip yang utama dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah mendapat legitimasi dalam 

sistem hukum nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

merupakan peraturan pelengkap dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan mengenai Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) ini sebagaimana telah diamanatkan di dalam Pasal 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut.2 
                                                             
2Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 

Tanah, Djambatan, Jakarta, hlm. 676. 
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Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimaksud 

dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 

susun. 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan 

bahwa PPAT memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 

perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan 

data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

Kemudian ditegaskan di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998, bahwa perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud tersebut, 

antara lain: 

1. Jual beli; 

2. Tukar-menukar; 

3. Hibah; 

4. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 

5. Pembagian hak bersama; 
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6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; 

7. Pemberian Hak Tanggungan; 

8. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan; 

Sedangkan dalam KUHPerdata Pasal 1868 menyebutkan: Suatu akta 

autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-

undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa 

untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. 

Berdasarkan Unsur-unsur KUHPerdata Pasal 1868 tersebut diatas, 

bahwa Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertentangan atau tidak 

sejalan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terutama 

Pasal 15 ayat (2) huruf f menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum atas 

wewenang jabatan Notaris dalam bertugas. Dimana antara das sein dan das 

sollen terjadi perbedaan yang nyata. Das sollen menyatakan bahwa Notaris 

berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, tetapi das 

sein kewenangan itu adalah murni domain tugas dan wewenang Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dan Notaris dalam hal ini menjadi tidak 

mempunyai peranan yang dominan dalam membuat akta autentik yang 

berkaitan dengan pertanahan, kecuali sudah lulus ujian untuk diangkat pula 

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui ujian pengangkatan dan 

penunujukan daerah kerja yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional. 
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Bahwa penafsiran Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Jabatan 

Notaris dimana Notaris berwenang membuat Akta yang berkaitan dengan 

pertanahan, yang memberi batasan dan limitasi pada objek akta yang dibuat 

pejabat umum Notaris tentu menimbulkan multitafsir dan penafsiran yang 

secara sistematik tidak memiliki kepastian hukum.Sehingga setidak-tidaknya 

penafsiran yang dapat digunakan adalah penafsiran yang menyatakan bahwa 

kewenangan pejabat umum Notaris mencakup pula tugas dan kewenangan 

jabatan pejabat umum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam 

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta 

yang berkaitan dengan pertanahan sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun. Bahwa Notaris dan PPAT dalam jabatannya sebagai pejabat umum 

yang memiliki kewenangan sama untuk membuat akta autentik, namun 

diangkat, diawasi dan diberhentikan oleh dua pejabat negara yang berbeda, 

sehingga mencerminkan ketidak tegasan negara dalam bidang hukum. 

Idealnya pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian pejabat umum 

hanya dilakukan oleh satu pejabat negara. Satu pejabat negara yang 

mengangkat, mengawasi, dan memberhentikan akan menyatukan dua jenis 

pejabat umum yang ada. Permasalahan  dalam hal tersebut diatas, secara 

yuridis dapat dihilangkan dengan menghilangkan terjadinya multitafsir, 

dengan cara menyamakan interpretasi atau menyamakan pemahaman atas 

norma yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 1 
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angka (1) tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan 

Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf f dimana 

Notaris berwenang membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan berkenaan dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang 

Jabatan Notaris, dan apakah mengandung makna multitafsir terkait 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998? 

2. Apasaja kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya tentang 

pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) huruf f tentang Undang-Undang Jabatan 

Notaris dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998? 

3. Apakahada akibat hukumnya dalam pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) huruf f 

tentang Undang-Undang Jabatan Notaris denganPeraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 

nomor 37 Tahun 1998, terkait Pasal 1868 KUHPerdata? 

 

 



7 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab atas 

pertanyaan mengapa anda ingin melakukan penelitian tersebut. Tujuan 

penelitian merupakan satu kesatuan dari perumusan masalah dan manfaat 

penelitian, yaitu 

1. Untuk menganalisis pelaksanaanPasal 15 ayat (2) huruf f Undang-

Undang Jabatan Notaris, dan apakah mengandung makna multitafsir 

terkait Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan 

atas Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998; 

2. Untuk menganalisiskendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana 

solusinya tentang pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-

Undang Jabatan Notaris terkait Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 

1998 dan; 

3. Untuk menganalisis akibat hukum dalam pelaksanaanPasal 15 ayat (2) 

huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 

nomor 37 Tahun 1998, dengan Pasal 1868 KUHPerdata. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahanmasukan 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatanyang 
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terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yangsangat 

berharga bagi berbagai pihak terkait pelaksanaan Undang-Undang Jabatan 

Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 15 ayat (2) huruf f  tentang Jabatan 

Notaris yang tidak sejalan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 Pasal 

1 angka (1). 
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E. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEJABAT 

UMUM 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal 1868 

DAS SOLLEN DAS SEIN 

Pasal 15 ayat (2) huruf f 

tentang UUJN  
PP No.24 Tahun 2016 

ttg perubahan atas PP 

No. 37 tahun 1998 

tentang PPAT 

TugasdanwewenangNota

ris 

 

Tugas dan wewenang 

Pejabat Pembuat Akta 

Tanah 

KONTRADIKSI 

- Kewenangan Pejabat Umum 

- Pertanggung jawaban Hukum 

Pejabat Umum 

-Bagaimana pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, apakah 

mengandung makna multitafsir dengan PP nomor 37 Tahun 1998 

-apakah ada akibat hukumnya dalam pelaksanaan Pasal 15 ayat 

(2) huruf f UUJN,dan  PP No.24 Tahun 2016 tentang perubahan 

atas PP No.37 Tahun 1998, terkait Pasal 1868 KUHPerdata 
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Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare  

mbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW)3 

menyebutkan : 

Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorm is 

verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe 

bevoegdzijn ter laatse alwaar zulks is geschied. 

(Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai 

umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya). 

 

Habib Adjie memberikan kualifikasi dari definisi Pejabat Umum 

tidak hanya diberikan kepada Notaris4saja, tapi juga diberikan kepada 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)5,dan Pejabat Lelang6. 

Undang-Undang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu akta 

dinyatakan sebagai akta otentik apabila 3 (tiga) unsur yang bersifat 

kumulatif, yaitu :7 

1. Bentuk akta ditentukan oleh Undang-Undang;8 

2. Akta dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta; 

3. Akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya. 

                                                             
3Istilah Openbare Ambtenaren yang terdapat dalam Pasal 1868 BW diterjemahkan menjadi Pejabat 

Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Pradnya Paramita, Jakarta 
4LihatPasal 1 angka 1 danPasal 15 ayat (1) UUJN 
5Lihat Pasal Pasal 1 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998, Peraturan jabatan Pembuat Akta Tanah 
6Lihat Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 338/KMK.01/2000. 
7Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media Grup, 

Jakarta, hal 352 
8Catatan Penulis : artinya tidak boleh ditentukan oleh peringkat peraturan perundang-undangan 

dibawah Undang-Undang misalnya Peraturan Pemerintah, apalagi Peraturan Menteri atau 

Surat Keputusan Menteri. 
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Berkenaan dengan diperlukannya akta PPAT sebagai alat 

buktikeperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka 

diperlukanadanya pejabat umum yang ditugaskan oleh undang-undang 

untuk melaksanakanpembuatan akta otentik itu. Perwujudan tentang 

perlunya kehadiran pejabat umumuntuk lahirnya akta otentik, maka 

keberadaan PPAT sebagai pejabat umum tidakdapat dihindarkan. Agar 

suatu tulisan mempunyai nilai bobot akta otentik yangbentuknya 

ditentukan oleh undang-undang membawa konsekuensi logis, 

bahwapejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta otentik itupun 

harus puladiatur dalam Undang-Undang, dan tidak dalam peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah, misalnya Peraturan Pemerintah. 

a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 1 angka satu, dua, dan 

tiga dan Pasal 2 : 

Pasal 1 

(1) Pejabat Pembuat Akta tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 
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(2) PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena 

jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat 

akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. 

(3) PPAT khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang 

ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT 

dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka 

pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu. 

Pasal 2 

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan 

dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang 

diakibatkan oleh perbuatan hukum itu 

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagai berikut : 

a. jual beli; 

b. tukar menukar; 

c. hibah; 

d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 

e. pembagian hak bersama; 

f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak 

Milik; 
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g. pemberian Hak Tanggungan; 

h. Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dijelaskan 

bahwa :  

Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah : 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun; 

c. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang 

dibuat oleh InstansiKepolisian setempat; 

d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

e. sehat jasmani dan rohani; 

f. berijasah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua 

kenotariatan atau lulusan program pendidikan khusus PPAT 

yangdiselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang agraria/pertanahan; 

g. lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

agraria/pertanahan; dan 
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h. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 

karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, 

setelah lulus pendidikan kenotariatan; 

 

b. Notaris 

Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 : 

Pasal 1 

(1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya. 

Pasal 15 

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semua itu 

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

oleh Undang-undang. 
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(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula : 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; 

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 

dalam surat yang bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat 

aslinya; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan Akta; 

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

g. membuat Akta risalah lelang. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.” 

 

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa : Syarat untuk dapat diangkat 

menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah : 

a. warga negara Indonesia; 
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b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; 

d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat 

keterangan sehat dari dokter dan psikiater; 

e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua 

kenotariatan; 

f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 

karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh 

empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa 

sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus 

strata dua kenotariatan; 

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, 

atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-

undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan 

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih.” 

Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan 

saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi 

juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk 

memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban 

dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, 
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bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta autentik pada hakikatnya 

memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan para 

pihak kepada Notaris.9 

 

2. Kerangka Teori 

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk melandasi 

pembahasandalam penelitian yang terkait dengan kontradiksi 

berlakunya Undang-undangNomor 2 Tahun 2014tentang perubahan 

atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, tentang 

peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Teori-teori yang akan 

digunakan adalah, teorikewenangan dari Philipus M. Hadjon, Teori 

Pertanggung jawaban hukum dariHans Kelsen, dan Teori 

Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh J.B.J.MtenBerge, 

berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai teori-teori yang 

digunakan. 

a) Teori kewenangan 

Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai wewenang 

berdasarkanUndang-Undang untuk membuat akta otentik dalam 

melayani masyarakat yangingin menyatakan hak dan kewajibannya 

ke dalam akta otentik sebagai alat buktiyang mempunyai kekuatan 

                                                             
9Hery Susanto, 2010, Peranan Notaris Dalam Menciptakan  Kepatutan Dalam Kontrak, Cet. 1, FH 

UII Press, Yogyakarta, hlm. 43-44. 
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pembuktian sempurna di mata hukum. Jabatan Notarismerupakan 

jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan 

hukumperdata yang memberikan kewenangan membuat akta 

otentik untuk melayanimasyarakat. Jabatan seperti ini harus 

berkesinambungan, artinya siapa yang menjalankan jabatan Notaris 

dan berhalangan untuk menjalankan jabatan tersebutwajib 

memberikan kewenangannya kepada orang lain sebagai 

perwujudanmenjaga kesinambungan jabatan Notaris untuk 

melayani masyarakat. Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat 

juga ditelaah melalui sumber wewenang dan konsep pembenaran 

tindakan kewenangan pemerintahan,wewenang tersebut meliputi 

atribusi, delegasi, dan mandat. Indrohartomengemukakan, bahwa 

wewenang diperoleh secara Atribusi, delegasi, danmandat, yang 

masing-masing dijelaskan sebagai berikut : 

Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian 

wewenangpemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan.Jadi, disini dilahirkan/diciptakan 

suatu wewenang pemerintahyang baru. Pada delegasi terjadilah 

pelimpahan suatu wewenang yang telahada oleh Badan atau 

Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang 

pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN 

lainnya. Jadi,suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu 

atribusi wewenang. Padamandat, disana tidak terjadi suatu 

pemberian wewenang baru maupunpelimpahan wewenang dari 

Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yanglain.10 

 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana 

lainnya yangmengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh 

                                                             
10Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Cet. 

I, Pustaka Harapan, Jakarta, hal. 90 
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secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh 

pembentuk wet (wetgever) yang diberikankepada suatu organ 

negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. 

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan 

kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis : pengertian 

wewenangadalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. 

Menurut konsep teori kewenangan menurut Philipus M. 

Hadjon bahwa:setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus 

bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh 

melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, danmandat. 

Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian 

kekuasaannegara oleh Undang-undang, kewenangan delegasi 

adalah kewenangan yangberasal dari adanya pelimpahan 

kewenangan secara atributif sedangkan mandattidak terjadi suatu 

pelimpahan kewenangan.11Kewenangan Notaris dalam hal 

menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan 

kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif 

diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). 

Wewenang seorang Notaris juga bersifat mandiri dan otonom, 

sebagai Pejabat Publik yang diangkat oleh Negara, seorang Notaris 

dapat menjalankan fungsinyakapan saja, tanpa harus memperoleh 

                                                             
11Philipus M. Hadjon, 1997, Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang, Fakultas Hukum 

Unair, Surabaya, hal.114 
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persetujuan dari pemerintah pusat, Notarisbebas menjalankan 

fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Meskipun 

Notaris sebagai pejabat umum, namun Notaris bukan pegawai 

negeri sipil yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UUASN), karena antara 

Pemerintah dengan Notaris tidakada hubungan kedinasan, dan 

Notaris tidak digaji dari anggaran pemerintah, namun demikian 

Notaris juga bukan pegawai swasta biasa karena Notaris harus 

tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam 

menjalankan tugasnya diwajibkan terlebih dahulu untuk 

melaksanakan sumpah jabatan, hal ini bertujuan agar dalam 

melaksanakan tugasnya, Notaris senantiasa menjunjung tinggi 

martabat jabatan Notaris.9 Artinya Notaris dalam menjalankan 

tugasnya wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, yaitu 

Notaris tidak boleh bertindak sebagai swasta, karena martabat yang 

dijunjungnya itu menyangkut kewibawaan pemerintah disamping 

juga martabat secara pribadi, yaitu moral Notaris itu sendiri dalam 

kehidupan pribadinya. 
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b) Teori pertanggung jawaban hukum 

Secara umum pertanggung jawaban hukum dapat diartikan 

sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, 

menanggung segalasesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat 

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dansebagainya) sesuai 

dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawabhukum 

adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja. Menurut pendapat Hans 

Kelsen tentang teori tanggung jawab hukummenyatakan bahwa : 

a concept related to that of legal duty is the concept of legal 

responsibility(liability). That a person is legally responsible for a 

certain behavior orthat he bears the legal responsibility therefore 

means that he is liable to asanction in case contrary behavior. 

Normally, that is, in case the sanctionis directed againts the 

immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is 

responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the 

subject of the legal duty coincide.12
 

 

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum 

adalah konsep tanggung jawab (liability). Seseorang dikatakan 

secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu 

adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalamkasus 

perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, 

sanksi dikenakan terhadap delinquent (penjahat) karena 

perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus 

bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum 

(responsibility) dan subjek kewajiban hukum adalah sama. 

                                                             
12Hans Kelsen, 1944, General Theory Of Law And State, New York. hal. 65 
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Terdapat dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu 

pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility) dan 

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault): 

1) Pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility), yaitu 

sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap 

merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu 

hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada 

hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari 

perbuatannya. 

2) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault), 

atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu 

kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, 

yaitu kealpaan atau kekhilafan (negligance).13 

Teori pertanggung jawaban hukum diperlukan untuk dapat 

menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang 

berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan Undang-

Undang Jabatan Notaris yang berada dalam bidang hukum perdata. 

Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang 

dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian 

menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung 

jawabkan secara pribadi atau individu. 

                                                             
13Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat 

Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal.61 
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Jabatan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian 

khusus yangmenuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang 

berat untuk melayanikepentingan umum dalam bidang hukum 

perdata.14 Dalam UUJN diatur bahwaketika Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukanpelanggaran, 

Notaris tersebut dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa 

sanksiperdata dan administrasi, akan tetapi dalam Peraturan Jabatan 

Notaris, Kode Etik Notaris, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, 

tidak diatur mengenai ketentuan sanksi pidanaterhadap Notaris. 

Apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris, makadapat 

dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, dengan 

catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat 

dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

1) Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, 

formal dan materiil dalam akta, yang dengan sengaja dan 

penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan 

dibuat itu telah disepakati bersama-sama dengan para 

penghadap untuk melakukan suatu tindak pidana. 

2) Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta 

tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode 

Etik Notaris. 

                                                             
14Marthalena Pohan, 1985, Tanggunggugat Advocat, Dokter, dan Notaris, Bina Ilmu, Surabaya, 

hal. 32 



24 

 

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan 

sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, artinya disamping 

memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, Kode 

Etik Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam 

KUHP.Adanya kewenangan Notaris yang diberikan oleh UUJN, 

berkaitan dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya, jika 

dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat 

dan/atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan 

sengaja maupun tidak (kealpaan atau kekhilafan) dan perbuatan 

tersebut diancam dan/atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, 

maka seorang Notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan 

tersebut secara pidana. Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan 

untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah 

pasal-pasal yang mengatur mengenai tindakpidana pemalsuan 

surat, yaitu Pasal 263, 264, dan Pasal 266 KUHP. 

 

c) Teori perlindungan hukum 

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam 

suatunegara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada 

hukum untuk mengaturwarga negaranya. Dalam suatu negara, 

terdapat hubungan antara negara denganwarga negaranya. 

Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. 

Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun 
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di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. 

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga 

negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya 

sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut 

UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Indonesiaadalah 

negara hukum”. Perlindungan hukum merupakan suatu 

perlindungan yangdiberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan 

sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik 

yang bersifat preventif maupun yang bersifatrepresif, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis.15 Perlindungan hukummerupakan 

suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum 

dapatmemberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian. 

 

F. Metode Penelitian 

Menurut Morris L. Cohen, Legal Research is the process of finding the 

law that govern activities in human society16  Artinya Penelitian Hukum 

adalah  proses untuk menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam 

masyarakat manusia. Menurut Hillway dalam bukunya Introduction to 

                                                             
15Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,PT. Bina Ilmu, 

Surabaya, hal. 2 
16Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 1992, Legal Research, West Publishing Company, St Paul, 

Minn, p. 1. 
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Reseach, Houghton Miffin co, 1956 sebagaimana dikutip oleh J. Suparno17, 

penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang yang 

melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, 

sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah : 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, 

dimanadilakukan penelusuran terhadap permasalahan yang telah 

dirumuskan denganmempelajari ketentuan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahanyang dibahas.18 Metode penelitian hukum 

normatif dipergunakan dengan titiktolak penelitian dan analisis terhadap 

peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan tugas jabatan PPAT 

dan Notaris. Karena penelitian ini merupakan penelitianhukum doktriner 

yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumenyang 

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis 

ataubahan hukum yang lain.19 Meliputi penelitian terhadap asas-asas 

hukum, sumber-sumberhukum, peraturan perundang-undangan yang 

bersifat teoritis ilmiah untukdapat menganalisa permasalahan yang 

dibahas.20 

 

                                                             
17J. Suparno, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT Rinerka Cipta, Jakarta, hal. 1. 
18Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, hal. 14. 
19Bambang Waluyo, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, hal. 13 
20Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Rajawali Press, Jakarta, hal. 13 
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2. Jenis Pendekatan. 

Penulisan tesis ini dilakukan dengan mempergunakan metode 

pendekatan Undang-undang dengan menelaah semua Undang-undang dan 

regulasi yangbersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani 

(Statute Approach)21 dan pendekatan konseptual yang beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrinyang berkembang di dalam ilmu 

hukum (Conseptual Approach).22 Keduajenis pendekatan tersebut 

dilakukan untuk menemukan pengertian konsep-konsepyang berhubungan 

dengan topik permasalahan yang di teliti melalui peraturanperundang-

undangan yang berlaku. 

3. Sumber Bahan Hukum. 

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini 

adalah bahan hukum primer, sekunder dan tertier : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan 

mempunyai otoritas (autoratif)23 antara lain berupa :24 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUDNRI 1945); 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

                                                             
21Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Cet. ke-6, Kencana Prenada Media, Jakarta, 

hal. 93. 
22Ibid, hal. 95 
23H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47 
24Dalam kurung adalah singkatan dari peraturan bersangkutan. 
 



28 

 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA); 

6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

(UUJN); 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 

1998/PJPPAT); 

8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2006tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT 

(Perka BPN1/2006); 

9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 23 Tahun 

2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(Perka BPN 23/2009); 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah(PP No. 24 Tahun 1997); 
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11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KaBPN 3/1997); 

12) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 3 

Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah (Perka BPN 

8/2012); 

13) Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (Kode 

EtikIPPAT). 

 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan kepustakaan berupa buku-buku 

hukum(text book), karya ilmiah hukum (makalah atau tesis dan 

disertasi) dan jurnalhukum yang ada dan berkaitan dengan obyek 

permasalahan. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam 

penulisan ini adalah buku-buku atauliteratur-literatur mengenai PPAT 

dan hukum pertanahan juga buku-bukuyang membahas tentang Notaris, 

majalah-majalah hukum dan bahan-bahandari internet yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan maupun 

penjelasanterhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
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seperti kamus umum, kamus hukum, maupun bahan-bahan non hukum 

yang masih relevandengan penelitian ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yaitu adalah 

dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer 

yangberkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang selanjutnya 

diklafikasikan menurut kelompoknya sesuai dengan hierarkhi peraturan 

perundang-undangan.Terhadap bahan hukum sekunder dan tersier 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumen (study 

document), yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library 

research), dengan mengkaji, menelaah dan mengolahliteratur, artikel-

artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yangakan diteliti. 

Studi dokumen dilakukan dengan sistem kartu (card system) yakni 

dengancara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi 

yang diperolehdari bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. 

Penulisan tesis inilebih menitik beratkan pada penelitian kepustakaan 

(library research) serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dalam 

kaitannya dengan pembahasan permasalahan. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum. 

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-

sumberbahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam 
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memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dasar dari penggunaan 

analisis secara normatif,dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian 

ini mengarah pada kajian-kajianyang bersifat teoritis dalam bentuk asas-

asas hukum, konsep-konsep hukum,serta kaidah-kaidah hukum. Teknik 

analisis yang Penulis pergunakan adalahteknik deskriptif, sistematisasi dan 

konstruksi. Penelitian ini akan menggunakan teknik deskriptif analisis, 

yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian 

menganalisa melaluiteknik analisis. Adapun teknik analisis yang 

diterapkan adalah sebagai berikut:  

a. Teknik Deskriptif yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau 

posisiproposisi-proposisi hukum atau non hukum;  

b. Teknik Sistematisasi yaitu upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep 

hukum atau proposisi hukum antaraperaturan perundang-undangan 

yang sederajat maupun antara yang tidaksederajat;  

c. Teknik Konstruksi yaitu pembentukan konstruksi yuridis dengan 

melakukan analogi dan pembalikan proposisi (acontrario). 

Selanjutnya dalam kaitannya dengan terjadinya suatu kekosongan 

normamengenai perlindungan hukum bagi PPAT dikaitan dengan aspek 

pertanggungjawaban yang dikenakan kepada PPAT, maka digunakan 

penerapandari teknik konstruksi yakni berupa penalaran hukum sebagai 

metode penemuanhukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas 

mengenai teks Undang-undangagar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan 

sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penemuan hukum (rechtsvinding) 
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merupakan suatu kegiatan yang terjadidalam praktek hukum, namun tidak 

dapat dipisahkan begitu saja dari ilmu atauteori hukum yang ada. 

Munculnya ketidaklengkapan dan ketidakjelasan peraturan perundang-

undangan yang dihasilkan oleh lembaga pembentuk kebijakan 

mengharuskan dilakukannya penemuan hukum untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Secara sederhana penemuan hukum dapat 

dikatakan menemukan hukumnya, karena hukumnya yang tidak lengkap 

atau tidak jelas.25 Penemuan hukum selain dilakukan oleh hakim dan 

pembentuk Undang-undang juga dapatdilakukan oleh dosen maupun 

peneliti hukum dalam penulisan dan pembahasanpenelitian yang 

penemuan hukumnya bersifat teoritis, sehingga hasil daripenemuan 

hukumnya bukanlah sebagai suatu hukum karena tidak memiliki kekuatan 

mengikat, melainkan sebagai sumber hukum (doktrin). 

Terkait ketentuan mengenai perlindungan PPAT dalam menjalankan 

tugas jabatannya yang disinyalir menimbulkan kekosongan hukum, maka 

dalam penemuan hukum dikenal adanya metode penalaran (redenering, 

reasoning, argumentasi) yang digunakan untuk menemukan hukum yang 

sebelumnya tidak diatur dalam perundang-undangan. Bentuk-bentuk 

metode penalaran hukum antara lain :26 

1. Argumentum Per Analogian (Analogi), dengan analogi maka 

peraturanperundang-undangan yang ruang lingkupnya terlalu sempit 

akan cobadiperluas, dimana peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip 

dengan yangdiatur dalam undang-undang akan diperlakukan sama. 

                                                             
25Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

(selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo I), hal. 37 
26Ibid, hal. 67 
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2. Argumentum a Contrario, merupakan cara penafsiran atau 

penjelasanundang-undang yang didasarkan pada pengertian 

sebaliknya dariperistiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang 

diatur dalamundang-undang. 

 

Setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan, maka bahan hukum 

tersebut dianalisa secara kualitatif yakni dengan menseleksi bahan hukum 

yangdiperoleh dan menghubungkan tiap-tiap bahan hukum yang diperoleh 

tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti.27 Selanjutnya, dilakukan penalaran 

hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu 

metode yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian 

dari hal-hal yang bersifat khusus tersebut ditarik suatu kesimpulan yang 

bersifat umum. 

 

G. Orisinalitas Penelitian 

Pada tingkat pendidikan pascasarjana, tugas akhir yang dibuat dilihat 

dari penelitian yang  orisinal dan adanya kontribusi yang signifikan untuk 

pengembangan pengetahuan. Tapi ini menjadi salah satu masalah bagi banyak 

mahasiswa pascasarjana.  Hal ini karena kekhawatiran bahwa hal baru yang 

akan kita ungkapkan/teliti mungkin sudah dilakukan sebelumnya oleh orang 

lain. Ada ketakutan yang lain juga yaitu mungkin ada orang lain yang 

melakukan penelitian yang hasilnya dapat menyangkal temuan kita. 

Akibatnya banyak mahasiswa pascasarjana menjadi sangat cemas tentang 

                                                             
27Bambang Sunggono, 2010, Metodelogi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hal.10 
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tingkat orisinalitas dalam penelitian mereka. Untuk menghindari 

kemungkinan ini, diperlukan kerja sama dan mendiskusikan penelitian kita 

dengan dengan orang lain dalam bidang penelitian kita, serta perlu membaca 

penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian kita. 

Oleh karena itu, unsur orisinalitas dalam penelitian sendiri, secara 

realistis, cenderung kecil. Penelitan yang sangat orisinal sangat tidak biasa 

(Blaxter, Hughes & Tight, 1998:13).28 Meskipun kontribusi kita mungkin 

kecil, ingatlah bahwa itu masih merupakan kontribusi yang orisinal dan kita 

mungkin bukan orang terbaik untuk menilai signifikansi karya kita.Seperti 

dengan kedalaman dan kompleksitas informasi, tingkat orisinalitas yang 

diperlukan juga akan ditentukan oleh tingkat pendidikan yang kita tempuh. 

Jika kita mengambil program magister, persyaratan untuk orisinalitas atau 

kontribusi yang signifikan adalah lebih kecil daripada jika kita mengambil 

program doktor. 

Berikut ada beberapa metode orisinalitas dalam penelitian :29 

1. Orisinalitas pada metode : 

a. Memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan 

sebelumnya, tapi dengan metode yang berbeda. 

b. Metode penelitian yang kontribusi ada pada method improvment. 

2. Orisiniltas pada masalah 

                                                             
28https://altien.wordpress.com/2009/12/28/originalitas-riset/diakses 28 Mei 2016, Pukul 01.19 

WIB 
29http://farembojo.wordpress.com/kontribusi-dan-orisinalitas-dalam-penelitian-dan-karya-ilmiah/ 

diakses 28 Mei 2016, Pukul 01.26 WIB 

 

https://altien.wordpress.com/2009/12/28/originalitas-riset/
http://farembojo.wordpress.com/kontribusi-dan-orisinalitas-dalam-penelitian-dan-karya-ilmiah/
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a. Memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah 

mengerjakan sebelumnya. 

b. Model penelitian yang kontribusi ada pada penemuan masalah baru 

sebagai obyek penerapan metode. 

Jika kita memeriksa keberadaan kriteria ini, kita harus menunjukkan bahwa 

riset kita adalah asli dalam beberapa cara.  

Penulis dalam penelitian ini menelusuri penelitian lain yang juga 

melakukan penelitian mengenai Hak dan Kewajiban Notaris, serta 

Perlindungan hukum bagi Notaris. Penulis mendapatkan penelitian dalam 

bentuk tesis yang ditulis oleh Rico Fanny, SH, mahasiswa Kenotariatan 

Universitas Islam Sultan Agung, melalui penelitian yang berjudul 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK DAN 

KEWAJIBAN NOTARIS TERKAIT  AKTA YANG DIBUATNYA 

DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-

UNDANG NO.2 TAHUN 2014, TENTANG JABATAN NOTARIS, yang 

mengungkapkan permasalahan diantaranya mengenai Hak dan Kewajiban 

Notaris tentang akta yang dibuatnya. 

Penulis juga menemukan tesis yang ditulis oleh Farid Tri Asmana, 

SH, mahasiswa Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, melalui 

penelitian yang berjudul AKIBAT HUKUM KEPUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 TERHADAP PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN 

JABATANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
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INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS, 

yang mengungkapkan tentang permasalahan diantaranya mengenai 

perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta 

autentik. 

Untuk memperjelas perbedaan penelitian, berikut disajikan kedua 

penelitian tersebut dengan tabel matriks perbandingan. 
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Substansi Rico Fanny  

(UNISSULA) 

Farid Tri Asmana 

(UNISSULA 

Aris Chamdani 

(UNISULA) 

 Judul Tinjauan Yuridis 

Terhadap 

Penggunaan Hak 

Dan Kewajiban 

Notaris Terkait Akta 

Yang Dibuatnya 

dalam Proses 

Peradilan Pidana 

Menurut Undang-

Undang Nomor 2 

Tahun 2014, 

Tentang Jabatan 

Notaris 

Akibat Hukum 

Keputusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 

49/PUU-X/2012 

Terhadap 

Perlindungan Hukum 

Bagi Notaris Dalam 

Menjalankan Tugas 

Jabatannya Menurut 

Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Jabatan 

Notaris 

Kontradiksi 

Berlakunya Undang-

Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan 

Notaris Dengan 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Perubahan 

Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998Tentang 

Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta 

Tanah 

Fokus 

Studi 

Hak dan Kewajiban 

Notaris terhadap 

Akta yang dibuatnya 

dalam proses 

peradilan pidana 

menurut Undang-

Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang 

Jabatan Notaris 

Perlindungan hukum 

terhadap Notaris 

sebagai Pejabat 

Umum Pembuat Akta 

Otentik, sebelum 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 

49/PUU-X/2012  

 

Pelaksanaan Pasal 15 

ayat (2) huruf f 

Undang-Undang 

Jabatan Notaris, 

mengandung makna  

multitafsir terkait 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2016 

tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 

Tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah 

Teori yang 

digunakan 

Teori Hukum dan 

Teori Tanggung 

jawab Hukum 

Teori Perlindungan 

hukum 

Teori Kewenangan 

    

    

Metode 

Penelitian 

Deskriptif Analitis Yuridis Empiris Yuridis Normatif 
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H. Sistematika Penulisan 

Penelitian tesis dengan judul “Kontradiksi Berlakunya Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah” ini 

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian 

 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris, yang meliputi 

: pengertian dan syarat untuk menjadi Notaris, tugas pokok dan 

kewenangan Notaris, pengangkatan dan pemberhentian Notaris, serta 

kewenangan Notaris, Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah 24 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998, tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

meliputi : pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tugas 

pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 
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pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT), daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan pelaksanaan 

jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta Hak dan 

Kewajiban Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam 

Pandangan Hukum Islam. 

 

BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam hal ini akan dijelaskan bahwa Notaris dan pejabat pembuat 

akta tanah (PPAT) dalam jabatannya sebagai pejabat umum yang 

memiliki kewenangan yang sama untuk membuat akta autentik, 

namun diangkat, diawasi dan diberhentikan oleh dua pejabat negara 

yang berbeda. 

 

BAB IV    PENUTUP 

Sebagai penutup dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis 

akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan 

memberikan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 


